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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Penyediaan Trotoar Umum yang

Aksesibel bagi Penyandang Tunanetra, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut.

1.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki tanggung
jawab yang saling berkaitan dalam penyediaan trotoar umum yang aksesibel
bagi penyandang tunanetra. Pemerintah Pusat berperan dalam membentuk
kebijakan nasional, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
penyediaan fasilitas publik yang aksesibel melalui berbagai peraturan
perundang-undangan. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan, pemeliharaan,
pengawasan, dan penertiban terhadap penggunaan trotoar di wilayahnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun Kabupaten Bojonegoro telah
memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan telah menyediakan
fasilitas seperti guiding block pada beberapa ruas trotoar, pelaksanaannya
belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kerusakan fasilitas, jalur
pemandu yang belum berkesinambungan, serta penyalahgunaan fungsi trotoar
yang menghambat mobilitas penyandang tunanetra.

Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro dalam penyediaan trotoar umum yang aksesibel masih

menghadapi berbagai kendala, antara lain kendala teknis, keterbatasan
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anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi, lemahnya pengawasan,
rendahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi trotoar, serta belum
optimalnya mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh penyandang
disabilitas. Kendala tersebut mengakibatkan perlindungan hukum terhadap
penyandang tunanetra belum terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu,
perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan peraturan
perundang-undangan saja, tetapi harus didukung dengan pelaksanaan yang
konsisten melalui pembangunan trotoar sesuai standar aksesibilitas,
pemeliharaan fasilitas secara berkala, pengawasan terhadap penyalahgunaan
fungsi trotoar, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam proses

perencanaan, evaluasi, dan pengawasan fasilitas publik.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran

sebagai berikut:

1.

Berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro dalam penyediaan trotoar umum yang aksesibel bagi
penyandang tunanetra, Pemerintah Pusat diharapkan tidak hanya menetapkan
peraturan dan standar aksesibilitas, tetapi juga meningkatkan pembinaan,
pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaannya di daerah. Sementara itu,
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan lebih mengoptimalkan
pelaksanaan kewajibannya melalui pembangunan trotoar yang sesuai standar
aksesibilitas, pemeliharaan fasilitas secara berkala, penertiban terhadap

penyalahgunaan fungsi trotoar, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam
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proses perencanaan dan evaluasi pembangunan fasilitas publik agar hak
penyandang tunanetra dapat terpenuhi secara optimal.

Berkaitan dengan kendala dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam
penyediaan trotoar umum yang aksesibel bagi penyandang tunanetra,
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat mengatasi berbagai
kendala yang masih terjadi melalui peningkatan koordinasi antarinstansi,
penyediaan anggaran yang memadai, pelaksanaan audit aksesibilitas secara
berkala, penguatan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh
penyandang tunanetra, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat
mengenai pentingnya menjaga fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki.
Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap penyandang tunanetra tidak
hanya terwujud melalui keberadaan peraturan, tetapi juga melalui pelaksanaan

yang efektif di lapangan.
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